LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI D No 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1II REMBANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan Pemeriniahan dan Pembangunan secara
berdayaguna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut
bidang Pertanian Tanaman Pangan di Jawa Tengah, maka
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah felah
membentuk susunan Crganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas
Pertanian Tanaman Pongan Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah

* dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 1986 ;

b. Bahwa dengan telah diterbitkannya Perafuran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang
penyerahan sebagian Urusan Pemeriniahan Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah di Bidang Perfanian Tanaman Pangan
kepada Daerah Tingkat Il, maka periu ditindak lanjuti dengan
pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kab. Dati Il Rembang ;



Mengingat
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Bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan
Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan
organisasinya dalam Peraturan Daerah ;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Undang - undang
Nomor 32 Tahun 1950 fentang pembentukan Daerah - daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang - undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Permerintahan di Daerah ( Lemibbaran Negara Republik Indone-
sic Tahun 1974 Nomor 38, Tamibar an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037} ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 fentang Sistern Budidaya
Tanaman ( Lemiaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomeor 46, Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tenfang Pelaksanaan
penyerahan selbagian urusan Pemerintah Puscrt dalam lapangan
Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah ( lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 121)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi
Kegiatan instansi Verfikal di Daerah  Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373 );

Peraturan Pemeriniah Nomor 45 Tahun 1992 fentang
penyelenggaraan Otonomi  Daerah dengan Titik Berat Pada
Daerah Tingkat |l { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik! Indo-
nesia Normor 3487 )

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;



8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 fentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah ;

10. Instruksi Meneteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat
I dan Dinas Daerah Tingkat Il ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Rembang. '

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il REMBANG.

BAB |
KETFENTUAN UMUM
Pasal 1

Ddlam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Qo oa
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Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat | Rembang ;

Permerintah Daerah adalah Permerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang ;
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1| Rembang ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adaiah Dewan Perwakilan Rokyat Daerah
Kabupaten Baerah Tingkat Il Rembang ;

Dinas Perfanian Tanaman Pangan adalah Dinas Perfanian Tanaman Pongon
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanarman Pangan Kabupaten Daerah
Tingakat Il Rembang ;

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perfanian Tanaman Pangan Kabupcrten
Daerah Tingkat I Rembang ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah pelaksand operasional Dinas Perfanian
Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang di lapangan ;
Kelcmpok jalbatan Fungsional adalah sejumiah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.



© BAB I
PEMBENTUKAN
~ Pasal 2

Dengain Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan .

BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Pertanian Tanaman Pangan .

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan berfanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
rumah tangga Daerah dan fugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan
atau Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini,
* Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;

b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas

pokoknya ;

Pelaksanaan penyuluhan ;

Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;

Pelaksanaan pengkagjian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha fani ;

pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

Meiaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

L
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BAB IV
ORGANISASI
-~ Bagian Pertama

Pola dan Sustpan Organisasi

[ 2]

Pasal 6
Organisasi Dinas Perfanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Maksimal
@ Pasal 7

(1} Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri deri
a. - Kepadla Dinas ;

Sub bagian Tata Usaha ;

Seksi Produksi Padi dan Polowijo ;

Seksi Produksi Horfikuttura ;

Seksi Penyuluhan ;

~0 000

Pangan ;
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
h.  Cabang Dinas ;
I, Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
j. Kelompok Jabatan Fungsional

H

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

(2) Sub bogian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan dan masing-masing Sexsi terdiiri

dari 4 (empat) Sub Seksi, kecuali Sub Seksi Penyuluhan terdliri dari 2 (duay) Sub Seksi :

(3) Sub bagian tata Usaha dan seksi - seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab

$ kepada Kepala Dinas .

{4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini .
Bagian Kedua
Kepala Dinas
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Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 dan 6 Peraturan Daerahini .

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tafa Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fugas menyelenggarakan urusan perencanaan
dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan urusan umum .

Pasal 10
Untuk menyelenggarakan fugas tersebut pada Posal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi

a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, pengendalian dan
evaluasi, penyusunan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan
fatalaksang ;

b. Melaksanakan pengelolaan adminisirasi kepegawadian ;

O

Meloksanakan pengelolaan administrasi keuangan |

d. Melaksanakan pengurusan rumch tangga dan perlengkapan, surat menyural dan
kearsipan serta kehumasan .

Pasal 11

(1) Sub Bagian fata Usaha ferdri dari

a. Umsan Perencanaan |
b. Unsan Kepegawaican ;
c. Unusan Keuangan ;
d. Urusan Umum ;
{2) Masing-masing Urusan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh secrang Kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tafa
Usaha.
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Pasal 12

Urusan Perencanaan mempunyai fugas melakukan penyiapan bahan perumusan
rencana dan program, penyiapan bahan laporan dings, penyicpan rancangan
peraturan serta pembinaan organisasi dan fata iaksand serta penyusunan daon
penyajian data stafistik . ’

Urusan Kepegawaian mempunyai fugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana kebufuhan dan pengembangan pegawai , mutasi pegawai serta tata
usaha kepegowaion .

Urusan Keuangan mempunyai fugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan
anggaran verifikasi, serta mengurus perbendaharaan .

Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah
fangga dan perlengkapan .

Bagian Keempat
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 13

Seksi Produks] Padli dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan produksi Padi dan palawiia .

Pasai 14

- Untuk menyelengarakan tugas tersebut pada Posal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi

Produksi Padi dan palawija mempunyai fungsi

a.

b.

Menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan peredaran dcm- bimbingcm
penggunaan pupuk ;

Menyiapkan dan melakukan pengumpulan, andlisis serta pelaporan data statistik
tfanaman padi dan palawija ;

Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar  {BS},
pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai
Benih Umum dan Balai Benih Pokek serfa bimbingan pemanfacatan lahan kepada
Petani ;

Menyiapkan bahan petunjuk operasional demontrasi, pengkajian dan bimibingan
penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan fipe dan ekologi iahan ;
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Menvyiapkan bahan indentifikasi, Inventerisasi, pbimbingan, penggunaan,
percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran profotipe alat dan
mesin pertanian .

Pasal 15

Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
b. Sub Seksi Produksi Benihy/Bibit Padi dan Palawija
c. Sub Seksi Penyiapan Paket Tehnologi Padi dan Palawija ;
d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian ; _
Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan berfanggung jowab kepada Kepaia Seksi
Produksi Padi dan Palawija .

Pasal 16

Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bohan pembinaan pengadaan, pengedaran
dan memberikan birmbingan penggunaan PUpUK, melakukan pengumpulan,
dnalisis serta pelaporan data  statistik tanomanpadi dan palawija ;

Sub Seksi Produksi BeninvBibit padi dan palawiia mempuyai fugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan
benih/bibit fingkat benih/bibit sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar
benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balal Benin/Bibit Permbanitu seria
memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani ;

Sub Seksi Penyiapan paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasiondl, demontrasi,

&

pengkaijian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan

tipe dan ekologi lahan |

Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan indentifikasl, inventarisasi

percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alatdan =

mesin peranian .
Bagian Kelima
Seksi Produksi Hortikultura
- Pasal 17

-
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Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinocm produksi hortikuliura .

Pasal 18

Unfuk menyelenggarakan fugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah i ini, Seksi
Produksi Hortikultura mermpunyai fungsi

a.

b.

@

(M)

Menviapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan
penggunaan pupuk ;
Menyiapkan dan melakuken pengumpuan, andlisis serfa pelaporan data statistik
fanaman Hortikuttura ;

Menyiapkan bahan penyusunon program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan
dan pengawasan penangkar benin/bibit, pendiian dan pengelolaan Balai Benity
Bibit Pemibbantu serta bimbingan pemantaatan lahan kepada petani ;

Menyiapkan bahan penyusunan pefunjuk operasional demontrasi, pengkajian dan
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi
lahan ;

Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang
pemanfaatan dan penyebcrluasm tanaman bergizi kepada petani .

Pasal 19

Seksi Produksi Hortikultura terdin dari

a. Sub Seksi Fengembangan Produksi Horfikultura ;

P. Sub Seksi Penyiapan Poket Teknologi Hortikultura ;
C. Sub Seksi Produksi Banihy/Bibit Horfikultura ;

d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi

Masing-masing Sulo Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipirpin oleh seorang Kepdla
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi
Horikuftura

Pasal 20

Sub Seksi Pengernbangan Produksi Horfikultura mempunyai fugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan
pengunaan pupuk serfa melakukan pengurnpulan, andlisis, serta pelaporan data
statistik tanaman Hortikultura :
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Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikutfura mempunyai tugas mengurmpulkan
dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkaijian
dan bimbingan penerapan paket feknologi anjuran sesuci dengan tipe dan ekologi
lahan ;

Sub Seksi Produksi.Benih/Bibit Horfikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih/bibit/ sebar
(BS). pembinan dan pengawasan penangkar benih pendirian dan pengelolaan
Balai Benih/Bibit Perbantu serfa bimbingan pemanfaatan iahan kepada Petani.

Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan
penyebariuasan fanaman bergizi kepada petani.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai fugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian
Tanaman Pangan diibidang pembinaan penyuluhan fanaman pangan *

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pcdc: Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi
Penyuluhan mempunyai fungsi :

a.

b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan progrcm, metode dan sistern kerja penyuluhan
serta rekayasa sosicil dan ekonomi ;

Menyigpkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan Ketenagaan
penyuluhan ;

Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;

Menvyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan
pendayagunaan sarana penw?uMn

Menyiapkan bahan perencanaan pengadaan, penyebaran dan bimbingan
pengembangan materi penyuluhan
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Pasal 23

Seksi Penyuluhan terdir dari
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
b. Sub Seks Kelembagaan, Tenaga dan Sarana .

Masing-masing Sub Seksi dirmaksud ayat {1) Pasat ini dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 24

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai fugas memberikan pelayanan teknis don
adminisirasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan
program penyuluhan, penerapan metode dan sistemn kerja penyuluhan, identifikasi
faktor penentu , rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanacn penyuiuhan bimbingan
serta supervisi pelaksanaan penyuluhan .

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai fugas menyusun rencana
kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan
dan mengelola sarana penyuluhan, memperanyak dan menyebarkan materi
penyuiuhan serfa memberjkart pelayanan teknis dan adhinistrasi kepada part
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani,
penyslenggaraan kursus-kursus fani; penggunacan sarand penyuluhan dan perumusan
serta penyiapan mater penyuluhan .

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan
Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Pengemibangan Lahan dan Perlindungan Tanarman Pangan memiounya
;  tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perfanian Tanaman Pangan di bidang
pembinaan rehabilitasi, pengemibangan lahan dan periindungan tanaman pangan .

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi
Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi
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Menviapkan bahan perencanaan, penetapan tata Ruang, pemberian ijin usaha
penggunaan fanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi, melakukan
pengumpulan, analisis serta pelaporan data statistik penggunaan tanah.

Menyiapkan bahan pembinaan/bimibingan prakiraan dan pengkaiian ikiim serta
tata guna air

Menviapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan serangan OPT;

Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan penyiapan,
peredaran dan pemanfaatan pestfisida serta sarana perlindungan tanaman
pangan .

Pasal 27
Seksi Rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan Tanaman Pangan
ferdiridar :

a. Sub Seksi Rehabilitasi dan pengembangan Lahan ;

b. Sub Seksi Pengkdjian kiim dan Tata Guna Alr ;

C. Sub Seksi Menitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;

d. 3Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Guima dan Pestisida
Masing-masing Sub 3eksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimipin oleh seorang kepdla
yang berada dibawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Seksi Rehabilitas,
Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan .

Pasal 28

Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas

'

mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, pemetaan tata i

ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya yang sesuai dengan
agroexosistem serfa pengumpulan, serta pelaporan data statistik pengguman
tanah ;

Sub Seksi Pengkajian Ikim dan Tata Guna air mempunya fugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan dan melckukcn bimbingan, prakiraon dan
pengkajian iklim dan Tata Gung Air

(3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai fugas

mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring,
bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT serfa pengumpulan, serta
pelaporan data statistik OPT ;
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(4) Sub seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai fugas

mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan,
pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta
peralatan periindungan fanaman pangan ;.
Bagian Kedelapan
.. -oeksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil
Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Peﬁgeloiacan Hasil mempunyai fugas melaksanakan sebagian
fugas Dinas Perfanian Tanaman Pangan Daerah di Bidang pembinaan usaha tani dan
pengolahan hasil Perfanian Tanaman Pangan .

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi
Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

a.
b.

menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar :

menviapkan bahan inventarisasi dan andlisa data serta pengembangan
ketenagakerican ;

menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberion ijin usaha,
pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana
usaha tani;

menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertaninan
tanaman pangan dan hortikutiura.
Pasal 31

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdin dari
a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;

. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
c. Sub Seksi Agribisnis ;
d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;

Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepdla
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani
dan Pengolahan Hasil .
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Pasal 32

[U Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai fugas mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan serfa melakukan pengumpulan, pengdatnn dan penyebaran
informasi pasar.

[2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai fugas mengumpulkan dan
menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta
pengembangan ketenagakerjoan .

(3) Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
permbinaan, melakukan penyediaan pengolahan data informasi serta pemberian
dan pengawasan ijin usaha.

{4) Sub Seksi Posca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai fugas mengumpulkan
" dan penyusun bahan pembinaan perhifungan kehilangan Produksi, bimbingan
penerapan teknologi dan peningkatan miutu pengelahan hasil pertanian tanaman
pangan dan hortikuitura .
BAB V
Cabang Dinas
Pastl 33
Pembentukan organisasi dan Tatakeria Cabang Dinas, diatur kemudion bendasarkan
kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB Vi
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 34

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perfanian Tanaman Pangan diatur kemudian
berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 35

(1} Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
mempunyai fugas melakukan kegiatan feknis dibidang keahlian masing-masing.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagdimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh secrang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang
berada di bawah dan berfanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan .

Jumilah Tenga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis bahan ketja yang
ada .

Pembinaan ferhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

BAB Vil

TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan fugas, Dinas Perfanian Tanaman Pangan Unit Pelaksana Teknis
Dinas, Kelorpok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi
sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

2)

(1)

Pasal 37

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijoksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah ;

Kepaia Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan
nmMengawasi pekeriaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan dinasnya.

Pasal 38

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perfanian Tanaman
Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan btmbfngon serta petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Sefiap Pimpinan satuan organisas waiie mengikuti don mematuhi petunjuk-petunjuk
dan berfanggung jawab pada atasan masing-masing, menyampaikan laporan
tepat pada waktunya. ’
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3) Sefiap laporan yang diterima pimipinan safuan organisasi dari pawahannya waijib
diolah dan dipergunaken sebagai bahan penyusunan laporan lebih ianjut dan
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannyd,.

Pasal 39

Para Kepala seksi pada Dinas Perfanian Tanaman Pangan menyampaikan laporan
kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun iaporan berkala
Dinas Pertonian Tanaman Pangan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, temibusan laporan
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 41

Dalom melaksanakan tugasnya setiap pimipinan safuon organisasi dibantu cleh pimpinan
satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN KEPEGAWAIAN~
Pasal 42

(1) Pejabat yang memimpin satuan organisasi kefatauschaan di Dinas Perfanian
Tanaman Pangan merupakan sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan .

' 2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta ketentuan kepegawaion diatur sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalom Peraturan Daerah ini pengaturannya ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 44
Untuk melaksakan tugas teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan di

Kecamatan, dapat dilakukan oleh Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan
berdasarkan azas tugas pembantuan. '
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Dengan betiakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kefentuan perundangan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerch ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.

Agar supaya sefiap crang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat if Rembang.

Ditetapkan diRembang

Pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
TINGKAT Il REMBANG
KETUA
SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Jawa Tengah . Tanggal 28 Agustus 1995 Nomor
188.3/267/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat | Rembang Nemor @ Tahun 1995 Seri D
Nomor 6 pada tanggal 1 September 1995.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
NIP 010 041 842
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah, diserahi kekuasaan, fugas dan tanggung jawab
mengenai urusan-urusan

1. Meloksanakan kegiatan-kegiaian pembangunan di bidang pertanian rakyat ;

2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di bidang Pertanian
Rakyat yang teiah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah .

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980,
felah dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Tingkat | Jawa Tengah
yang ditetfapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor 4 Tahun 1981 fentang Susunan Crganisas Dinas Perfanian Tanaman Pangan
Propinsi Daerah Tingkat | Jowa Tengah Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
i Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
! Jawa Tengah Nomaor 2 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Cabang Dinas Perfanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingakat | Jawa Tengah.

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemibangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menata kemibali Organisasi dan
Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992, Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1994, dipandang periu
membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman pangan dengan
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 2 . Cukup. jelas
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Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5
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a. Tanaman Pangan dan Hortikuitura adalah rangkaian
kegiatan yang menggunakan tanah dan fataguna
air sebagai faktor utamanya yang meliputi kegiatan-
kegiatan penanaman fanaman pangan dan
horfikutura perlindungan fanaman, pengolahan hasil
dan pemasarannya ;

b. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan
sebagal unsur pelaksana Pemeriniah Daerah adalah
melaksanakan sebagian urusan Rumah fangga
Daerah dalam lapangan fanaman pangan dan
hortikuttura yang diserahkan oleh Pernetintah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah kepada Kabupaten
Daerah Tingkat || se Jawa Tengah kepadanya
berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah Nomer 2 Tahun 1992,
Disamping melaksanakan tugas pokoknya Dinas
Pertanian Tanaman Pangan masih menjalankan
pula fugas-tugas lain yang bersifat khusus yang
termasuk dalam bidangnya sesudi dengan
kebijoksanaan Bypdti kepala Daerah |

c. Melaksanakan percobaan-percobaan dan
penyelidikan-penyelidikan dalam lapangan
pertanican tanaman pangan, mengadakan kebun-
kebun dan benih, serfa menyediakan dlat-alat

pertanian.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Normor 061/
3605/8J Tenggal 21 Oktober 1994, bentuk Organisasi
dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Daerah menganut pola Maksimal

Susunan Organisasi ini menganut Pola Maksimal adalah
suatu pencerminan dari sebagian urusan-urusan yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah,
dalom rangka Otonomi Daerah dan melaksanakan
Pemibbantuan dalam usaha pengemiban tugas-tugas
dinas yang berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai
dengan pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan yang fercanfum dalam
Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 10 Tahun 1994.



Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8 5/d 33
Pasal 34

Pasal 35
Pasal 36

pasal 37 s/d 46
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Cukup Jelas

+ Melaksanakan urusan perencanaan adalah

menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian
rencana kegiatan serfa pembinaan organisasi dan
tatalaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Cukup Jelas.

Pembentukan Cabang Dinas dapat dilaksanakan
berdasarkan kiiteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Cukup Jelas.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat
diiaksanakan berdasarkan kriteria yang ditefapkan oleh
Menteri Dalam Negeri .

Cukup Jelas
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANJAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

LAMPIRAN © PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG
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TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT i

REMBANG.
[
F KEPALA DINAS __
..... [ suB BAGIAN |
| TATA USAHA '._
. e 4 A e e A S e s R e
| URUSAN | | URUSAN | — URUSAN | | URuUsAN
R v PERENCANAAN | | KEPEGAWAIAN | KAUANGAN | UMUM
_ R _ : % - A o _ - [ - S |
) SEKS ]I SEKS I _ SEKSI REHABILITAS! SEKSI
Srres i ey _,. mmhmchmm\mw@ S0 ! PRODUKS! DAN ‘ | PENGEMB LAHAN&PERLN | | USAHA TANI DAN
FUNGSLONA m Ao m HORTIKULTURA PENYULUHAN | TNMPANGAN & HORTIKULTURA PENGOLAHAN HASIL _
T D — - —T N =
= _mcm SEKSI wmzmmsm\,zak{ SUB SEXS| PENGEMBANGAN | SUB SEKSI ” Mmmimzwwm vaﬁm__,o% P SUB SEKSI Lﬁ
| PRODUKSI FADI & PALAWLIA " PRODUKSI onjxczfmJ | TATA PENVULUHAN NGAN LAFAN T.W SUMBER DA |
1 e e L S - ; _ I SR
1 — o — 4 r ~ i t = A— ——— ]
| [ | _ | | SUB SEKS! | | | o8 e m
5 SN S MO | SUR SEKSI PENYIAPAN PKT, | SUB SEXSI PENYIAPAN PKT | SuB sErs KELEMBAGAAN | | LB SESL ! ,.
| TENOLOG PADI & PALAWE. " TEANOLOGI HORTIKULTURA |~/ TENAGA DAN SARANa [~  FENGKS s PEMASARAN *
H . _ L L = i | o S AR AL KR AL m e
. e P N —— =
| 1 i 1}
ST R I | gmmsone || em ]
Joe oo Rt e | ] maneey |
R re=— il = . o
_mcm SEKS! PENGEMBANGAN rﬁ < mmmm.,»z_um%wu"_w%w _ ML vm,.m_mzpa%z || jsuB mm_%m_ PENGEMBANGAN
! ALAT DAN MESIN PERTANIAN \_ EES?»Z._ o | | vmwam_ s gcc,s | | LSAHATAN DAN AGROBNS |
[ U v_q b [ S T T
= iy : 5)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1i REMBANG
REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO




